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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 

karunia dan rahmat-Nya atas selesainya penyusunan Standar Pelayanan (SP) Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permendagri No. 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, sesuai dengan Visi dan Misi 

Pemerintah Kabupaten Buleleng yang menjadi sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, maka Standar Pelayanan Perizinan 

memiliki arti penting bagi masyarakat dan dunia usaha dalam mendapatkan kepastian atas 

kegiatan usahanya.  

Kami menyadari bahwa Standar Pelayanan (SP) ini belum sempurna, maka kami 

mengharap kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Semoga dengan terbitnya 

Standar Pelayanan (SP) ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas dan kinerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Terima 

Kasih. 
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KEPUTUSAN KEPALA  DINAS PENANAMAN MODAL DAN  PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KABUPATEN BULELENG 

NOMOR :  065/27/DPMPTSP/2020 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN 

BULELENG 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BULELENG, 

 

Menimbang a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 poin a Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Standar Pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng; 

 

Mengingat 

 

1.  

 

Undang-undang Nomor 69 Tahu 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggaran Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1955) 

 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah; 

 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 221);  

 8. Permenbupar Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha 

Penyediaan Akomodasi; 
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 9. Permenbupar Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa 

Makanan dan Minuman; 

 10. Permenbupar Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Daya 

Tarik Wisata; 

 11. Permenbupar Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa 

Makanan dan Minuman; 

 12. Permenbupar Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha 

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; 

 13. Permenbupar Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa 

Pramuwisata; 

 14. Permenbupar Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha 

Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan 

Pameran; 

 15. Permenbupar Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa 

Konsultan Pariwisata; 

 16. Permenbupar Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa 

Informasi Pariwisata; 

 17. Permenbupar Nomor PM.9/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa 

Wisata Tirta; 

 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 

 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 

 20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Izin; 

 21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran 

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12); 

 22. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Buleleng Nomor 14); 

 23. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 26 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Buleleng Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Buleleng Nomor 23); 

 24. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Perizinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Buleleng Nomor  3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah 

Kabupaten Buleleng Nomor  2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3); 

 25. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng 

Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Buleleng Nomor 3); 

 26. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

 27. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 49 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Penghitungan dan Penetapan Nilai Sewa Pajak Reklame di 

Kabupaten Buleleng; 



 
 

 28. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 50 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Reklame; 

 29. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang 

Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Buleleng; 

 30. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Daerah. 

 

 

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N 

 

Menetapkan :  KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG 

TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON 

PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG 

 

Pertama : Standar Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum Pertama meliputi 

ruang lingkup pelayanan administrasi perizinan. 

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini 

wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelaksana dan sebagai acuan 

dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, aparat 

pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 Ditetapkan di  Singaraja 

                                                                           pada tanggal 06 Mei 2020 

                                                                              Kepala Dinas Penanaman Modal dan

 Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 Kabupaten Bul eleng, 

 

 

 

                                                                            I MADE KUTA, S.Sos 

 

 

 

Tembusan :  
1. Bupati Buleleng;  

2. Inspektur Kabupaten Buleleng; 

3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; 
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BAGIAN I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sebagaimana diamanatkan Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, 

dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam 

penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.  

Penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dalam bidang pelayanan 

Perizinan dan Non perizinan dimaksudkan untuk memberikan kepastian, meningkatkan 

kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan 

kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, menarik 

investasi dan meningkatkan daya saing daerah dengan mendorong kegiatan ekonomi serta 

mendorong prakarsa masyarakat agar ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan 

pembangunan.  

Jumlah izin yang ditangani sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 

tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah 213 (dua 

ratus tiga belas) jenis perizinan dan non perizinan yang penyelenggaraannya terbagi menjadi 

2 (dua) yaitu 16 (enambelas) izin dikelola oleh Bidang A dan 197 (seratus sembilan puluh 

tujuh) jenis perizinan dan non perizinan dikelola oleh Bidang B. 

       

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A 

Penanaman Modal 

Non Perizinan 

18. Persetujuan Prinsip Membangun 

 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Perizinan 

19. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

20. Izin Usaha Jasa Kontruksi ( IUJK )  

21. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) 

Non Perizinan 

22. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN 

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN BULELENG 

NOMOR :   065/27/DPMPTSP/2020   

TANGGAL : 06 Mei 2020                               
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23. Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) 

24. Persetujuan Pemakaian Tanah untuk : Reklame, Menara, Gardu atau bangunan lainnya, 

Jaringan Air Bersih, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon/Selular, Pemadam Kebakaran, 

Penerangan Jalan Umum (LPJU) 

 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Perizinan 

25. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 

26. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 

Non Perizinan 

27. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) 

 

Ketenagakerjaan 

Perizinan 

28. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)/ Validasi DKP-TKA 

 

Pertanahan  

Perizinan 

29. Izin Lokasi (IL)  

30. Izin Membuka Tanah 

 

Perhubungan 

Perizinan 

31. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Hekikopter 

 

Perikanan 

Perizinan 

32. Izin Usaha Perikanan ( IUP ) 

 

Perdagangan 

Perizinan 

33. Izin Reklame  

 

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B 

Pendidikan 

Perizinan 

34. Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) 

35. Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD) 



3 
 

36. Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

37. Izin Operasional Pendirian Anak Usia Dini (PAUD) 

38. Izin Operasional Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 

39. Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain (KOBER) 

40. Izin Operasional Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) 

41. Izin Operasional Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 

42. Izin Operasional Pendirian Kelompok Belajar Kesetaraan 

 

Kesehatan 

Perizinan 

43. Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Tipe C 

44. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta Tipe C 

45. Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Tipe D 

46. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta Tipe D 

47. Izin Mendirikan Rumah Sakit Pratama Tipe D 

48. Izin Operasional Rumah Sakit Pratama Tipe D 

49. Izin Mendirikan Puskesmas 

50. Izin Operasional Puskesmas 

51. Izin Apotek 

52. Izin Toko Obat 

53. Izin Toko Alat Kesehatan 

54. Izin Optikal 

55. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional 

56. Izin Praktik Dokter Umum 

57. Izin Praktik Dokter Spesialis 

58. Izin Praktik Dokter Gigi  

59. Izin Praktik Dokter Interenship 

60. Izin Praktik Bidan 

61. Izin Praktik Apoteker (SIPA/Surat Izin Kerja (SIK) 

62. Izin Praktik Perawat 

63. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut 

64. Izin Praktik Fisioterapis 

65. Izin Praktik Radiografer 

66. Izin Kerja (SIK) Refraksionis Optisien 

67. Izin Penyelenggara Laboraturium Kesehatan 

68. Izin Operasional Usaha Pemberantasan Hama (PESCONTROL) 

69. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Tenaga Medik (ATLM) 

70. Izin Praktik Perawat Anastesi 
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71. Surat Izin Kerja Sanitarian  

72. Izin Praktik Tenaga Gizi 

73. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian  

74. Izin Praktik Rekam Medis 

75. Izin Mendirikan Klinik 

76. Izin Operasional Klinik 

77. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional  

78. Izin Salon 

79. Izin Penyelenggaran Sehat Pakai Air (SPA) 

80. Izin Psikologi Klinis 

81. Izin Epidemiolog Kesehatan 

82. Izin Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku 

83. Izin Pembimbing Kesehatan Kerja 

84. Izin Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 

85. Izin Biostatistik dan Kesehatan 

86. Izin Kesehatan Reproduksi dan Keluarga 

87. Izin Entomolog Kesehatan 

88. Izin Mikrobiolog Kesehatan 

89. Izin Okupasi Terapis 

90. Izin Akupuntur 

91. Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 

92. Izin Teknik Kardiovaskular 

93. Izin Teknis Pelayanan Darah  

94. Izin Praktik Refraksionis Optisien 

95. Izin Teknisi Gizi 

96. Izin Audiologis 

97. Izin Teknik Elektromedis 

98. Izin Fisikawan Medik 

99. Izin Radioterapis 

100. Izin Ortotik Prostetik 

101. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan 

102. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan 

103. Izin Industri Rumah Tangga Pangan 

104. Izin Laik Hygiene Sanitasi Hotel 

105. Izin Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan 

106. Izin Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga 

107. Izin Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum 

108. Izin Produksi Pangan Rumah Tangga 
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Non Perizinan 

109. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel 

110. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan 

111. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga 

112. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum 

113. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga  

 

Sosial 

Perizinan 

114. Izin Pengumpulan Sumbangan 

115. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 

Non Perizinan 

116. Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 

 

Ketenagakerjaan 

Perizinan 

117. Izin Lembaga Pelatikan Kerja (LPK) 

118. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) 

119. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (SIU-LPPRT) 

120. Izin Operasional Perusahaaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh 

 

Lingkungan Hidup 

Perizinan 

121. Izin Lingkungan 

122. Izin Pendaurulangan/Pengolahan Sampah (Swasta) 

123. Izin Pengangkutan Sampah (Swasta) 

124. Izin Pemrosesan Akhir Sampah (Swasta) 

125. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa 

126. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil 

127. Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengangkutan Limbah B3 

128. Izin Pembuangan Air Limbah 

Non Perizinan 

129. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) 

 

Perhubungan 

Perizinan 

130. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan (IUA)  

131. Izin Trayek  
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132. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor  

133. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir 

 

Koperasi Usaha Kecil Menengah 

Perizinan 

134. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam 

135. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 

136. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 

137. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 

Non Perizinan 

138. Sertifikat Penilaian Kesehatan Koperasi 

 

Kebudayaan 

Perizinan 

139. Izin Membawa Cagar Budaya 

 

Kearsipan 

Perizinan 

140. Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup 

 

Pariwisata 

Non Perizinan 

141. TDUP Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami 

142. TDUP Pengelolaan Goa 

143. TDUP Pengelolaan Peninggalan Sejarah 

144. TDUP Pengelolaan Museum 

145. TDUP Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat 

146. TDUP Pengelolaan Objek Sejarah 

147. TDUP Wisata Agro 

148. TDUP Kawasan Pariwisata  

149. TDUP Usaha Angkutan Jalan Wisata 

150. TDUP Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau 

151. TDUP Usaha Biro Perjalanan Wisata 

152. TDUP Usaha Agen Perjalanan Wisata 

153. TDUP Usaha Restoran 

154. TDUP Usaha Rumah Makan  

155. TDUP Usaha Kafe 

156. TDUP Usaha Bar/Rumah Minum 
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157. TDUP Usaha Jasa Boga 

158. TDUP Usaha Pusat Penjualan Makanan 

159. TDUP Usaha Hotel 

160. TDUP Usaha Bumi Perkemahan 

161. TDUP Usaha Villa/Cottage/Bungalo/ Guest House 

162. TDUP Usaha Pondok Wisata 

163. TDUP Usaha Jasa Manajemen Hotel 

164. TDUP Usaha Hunian atau Wisata Senior/ Lanjut Usia 

165. TDUP Usaha Rumah Wisata  

166. TDUP Motel 

167. TDUP Usaha Lapangan Golf 

168. TDUP Usaha Rumah Biliar 

169. TDUP Usaha Gelanggang Renang 

170. TDUP Usaha Lapangan Tenis 

171. TDUP Usaha Gelanggang Bowling 

172. TDUP Sanggar Seni 

173. TDUP Galeri Seni 

174. TDUP Gedung Pertunjukan Seni 

175. TDUP Wisata Ekstrim 

176. TDUP Arena Permainan 

177. TDUP Kelab Malam 

178. TDUP Diskotik 

179. TDUP Pub 

180. TDUP Usaha Rumah Pijat 

181. TDUP Usaha Taman Rekreasi 

182. TDUP Usaha Taman Bertema 

183. TDUP Usaha Karaoke 

184. TDUP Usaha Jasa Impresariat/Promotor 

185. TDUP Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran  

186. TDUP Jasa Informasi Pariwisata  

187. TDUP Jasa Konsultan Pariwisata  

188. TDUP Jasa Pramuwisata  

189. TDUP Usaha Wisata Arum Jeram  

190. TDUP Usaha Wisata Dayung  

191. TDUP Usaha Wisata Selam   

192. TDUP Usaha Wisata Memancing 

193. TDUP Usaha Wisata Selancar 

194. TDUP Usaha Wisata Olahraga Tirta  
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195. TDUP Usaha Dermaga Wisata  

196. TDUP Usaha SPA  

197. TDUP Usaha Rumah Kos  

 

Pertanian 

Perizinan 

198. Izin Usaha Perkebunan 

199. Izin Usaha Tanaman Pangan 

200. Izin Usaha Kortikultura 

201. Izin Usaha Peternakan 

202. Izin Usaha Obat Hewan 

203. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan 

204. Izin Usaha Rumah Sakit Hewan 

205. Izin Usaha Pasar Hewan 

206. Izin Usaha Pemotongan Hewan dan Penyediaan Daging 

207. Izin Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras 

208. Izin Pengangkutan Kayu Rakyat 

Non Perizinan 

209. Pendaftaran Usaha Perkebunan 

210. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan 

211. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura 

212. Pendaftaran Usaha Peternakan 

 

Perdagangan 

Perizinan 

213. Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP )  

214. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)  

215. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB) 

216. Izin Pengadaan dan Pembelian Daun Tembakau Hijau dan Tembakau Kerosok 

217. Izin Usaha Sarang Burung Walet 

218. Izin Usaha Penimbunan Bahan Bakar Minyak 

219. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) 

220. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 

221. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 

Non Perizinan 

222. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

223. Tanda Daftar Gudang (TDG) 

224. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa 
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225. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 

 

Industri 

Perizinan 

226. Izin Usaha Industri ( IUI )  

227. Izin Perluasan Usaha Industri ( IPUI )  

228. Izin Usaha Kawasan Industri ( IUKI )  

229. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) 

 

Kesatuan Bangsa dan Politik 

Non Perizinan 

230. Rekomendasi Penelitian 

 

B. Visi 

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, 

tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan 

memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya 

Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam 

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022 dicanangkan Visi 

Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut: 

  

 

 

 

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 ini menjadi arah cita-cita 

pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan 

segenap pemangku kepentingan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut : 

- Mandiri, mengandung makna Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat 

Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

- Sejahtera, mengandung makna Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan 

yang berkualitas. 

- Berdaya Saing, mengandung makna Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan 

dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk 

peningkatan nilai tambah daerah. 

TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, 

DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN  

TRI HITA KARANA 
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- Berlandaskan Tri Hita Karana mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang 

harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan 

manusia dengan manusia. 

 

C. Misi  

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi 

segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang 

diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 (lima) tahun kedepan 

adalah sebagai berikut: 

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang 

Inklusif;  

2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah; 

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan 

Berintegritas;    

4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam  Pembangunan; 

5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan 

Publik; 

6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan  Berkelanjutan (Sustainable 

Development). 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng 

mendukung terwujudnya visi maka melaksanakan misi yang ke-1 yaitu “Memantapkan 

Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”. 

 

D. Motto Pelayanan  

Motto Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng 

adalah : 

- Prima dalam pelayanan 

- Dapat dipertanggungjawabkan 

- Standar Operasional jelas 

 

E. Kebijakan Mutu 

Kami Manajemen dan Pegawai Berkomitmen untuk: 

1. Meningkatkan kepuasan pelanggan serta pihak-pihak berkepentingan dengan:  

a. Menghasilkan Sertifikat/Piagam Izin dan Non Perizinan yang Akurat sesuai 

persyaratan  

b. Memberikan pelayanan yang Tepat Waktu (Cepat) dan Mengesankan (Prima) sesuai 

Standar Pelayanan 
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c. Dapat mencapai target (Nilai) Investasi 

2. Meningkatkan Efektifitas Sistem Manajemen Mutu secara Berkesinambungan. 

 

F. Maklumat Pelayanan  

“Dengan ini, kami menyatakan sanggung menyelenggarakan pelayanan sesuai standar 

pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima 

sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku” 

 

G. Ruang Lingkup Tugas  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng 

memiliki Ruang lingkup tugas yaitu : 

 

1. TUGAS  : 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang 

Penanaman Modal dan pelayanan administrasi perizinan. 

 

2. FUNGSI. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi 

Perijinan;  

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi 

Perijinan;  

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan 

Administrasi Perijinan; 

d. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

 

3. URAIAN TUGAS 

a) Bidang Promosi Penanaman Modal 

1. Penyusunan Kebijakan/Strategi Promosi Penanaman Modal Lingkup Daerah 

Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah 

2. Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor 

Usaha dan Wilayah 
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b) Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal 

1. Pembinaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengan, Besar dan Koperasi 

2. Pemantauan Realisasi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Usaha Dan Wilayah 

3. Pengawasan Kepatuhan Perusahaan Penanaman Modal 

4. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal 

5. Pengolahan Data dan Pelaporan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal 

6. Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi 

7. Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Usaha dan 

Wilayah 

8. Pelaksanaan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal Lingkup 

Daerah 

 

c) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A 

Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan sebanyak 16 jenis yaitu 11 

jenis perizinan dan dan 5 jenis non perizinan 

 

d) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B 

Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan sebanyak 197 jenis yaitu 123 

jenis perizinan dan dan 74 jenis non perizinan 

 

e) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 

1. Pengelolaan Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat 

2. Evaluasi Pelaksanaan Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan Layanan; 

3. Pelaksnaan Penyuluhan dan Pembinaan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan 

4. Monitoring, Evaluasi dan Pengukuran Mutu Layanan Perijinan dan Non 

Perijinan 

5. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas 

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan 

6. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Penyuluhan Layanan 

 

BAGIAN II.  STANDAR PELAYANAN 

(terlampir) 
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